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Abstrak 

         Usaha waralaba merupakan usaha dalam bidang perdagangan dan jasa yang sedang berkembang di Indonesia. 

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan  atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri 

khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau 

digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Tansu Om Chenk di Payakumbuh merupakan suatu bentuk 

usaha waralaba lokal yang berasal dari Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Dalam menjalankan waralaba, usaha 

waralaba harus berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Dalam penelitian ini, 

penulis merumuskan masalah yaitu 1) Apakah usaha waralaba Tansu Om Chenk di Payakumbuh sudah memenuhi kriteria 

sebagai suatu waralaba sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 

(2) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian waralaba pada usaha waralaba Tansu Om Chenk di Payakumbuh. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil 

penelitian ditemukan bahwa dalam menjalankan usahanya sebagai suatu usaha waralaba, Tansu Om Chenk masih belum 

memenuhi semua kriteria waralaba menurut Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Kriteria yang belum terpenuhi oleh Tansu Om Chenk adalah memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang 

ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Pelaksanaan perjanjian waralaba pada Tansu Om Chenk dilakukan melalui tiga 

tahapan yaitu, tahap pertama penawaran prospektus waralaba, tahap kedua penandatangan perjanjian dan tahap ketiga 

pembukaan kedai. Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban masih banyak kewajiban yang belum dilaksanakan oleh pihak 

pemberi waralaba maupun penerima waralaba. Kewajiban yang belum dilaksanakan anatara lain memberikan prospektus 

penawaran waralaba yang dibuat secara tertulis dan mendaftarkannya ke instansi yang berwenang, sedangkan kewajiban 

yang tidak dilaksanakan penerima waralaba adalah mendaftarkan perjanjian waralaba. 

 


